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KOMISI INFORMASI PROVINSI

KALIMANTAN UTARA

PUTUSAN

NOMOR REG. :003/ll/Kl KALTARA-PS-A/201 I



KOTISI INFORTASI PROVINSI KALI

I. IDENTITAS

[1.1] Komisi lnformasi Provinsi Kalimantan Utara

memutus Sengketa

diajukan oleh:

Nama

PUTUSAN

Nomor: 003rlUKl KALTARA+S Al2O19

MANTAN UTARA

lnformasi Publik Nomor

o
rnemerksa, dan

G-PS|/1112019 yang

Bardro, SH. / Lembaga

Advokasi Lingkunga limantan Utara

Alamat Jl. Desa Tan RT. 2 Kecamatan Malinau Barat

Kabupaten M mantan Utara.

Selanjutnya disebut sebagai

lnformatka, Statistik dan

Utara

Dinas, Lt 5 Tanjung Selor,

Kalimantan Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Yang dalam persidangan diwakilioleh:

1, Hikmawati WahkJ, S.lP,. M.Hum

2. Marthinus Nodenti Roe, A.Md TE

Berdasarkan surat Kuasa Nomor : s5s/284lDlsKoMtNFo.sET tertanggal '10 Agustus

2o2o dari Pemberi Kuasa H Firmansyah, sE selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas

Komunikasi dan lnformatika Provinsi Kalimantan Utara.

1

Theodorus Gunatur

a
Terhadap

a

Nama



[1 .2] Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;

Telah membaca kesimpulan dari Termohon;

2. DUDUKPERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan

Serqgketa lnformasi Publik tertanggal 6 Februari 2019 yang

Kepaniteraan Kornisi lnformasi Provinsi Kalimantan ljtara

dengan registrasi sengketa Nomor 0OUREGPSI/||/2019.

a
Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 15 November 2018

informasi melalui surat elektronik, ditujukan

Dokumentasi LJtama (PPID) Provinsi

o

dirnohon Pernohon yaitu :

1. Rencana Strategis

(RSyP3K).

2. Peraturan Daerah (PE

3. Lampiran
a

Shape

di

ebruari 2019

mengajukan permohonan

Pengelola lnformasi dan

n Utara. Adapun informasi yang

Pulau-Pulau Kecil Kalimantan Lftara

3K Kalimantan Utara

(PERDA) RZWP3K, beserta dengan peta dalam bentuk

n RZ\ /P3K seperti:

Itasi Publik

- Dokumen

a.

4

5

r yang berupa: Garis Pantai, Bathimetri, Batas wilayah laut provinsi.

k yang berupa: Oseanografi, Geomorfologi dan Geologi laut, ekosistem

ir dan pulauaulau kecil, sumber daya ikan pelagis dan denrersial, pemanhatan

ruang laut, dokumen perencanaan pemaniaatan pesbir, sosial ekonomi dan budaya

dan resiko bencana

[2.3] Bahwa pada tanggal 21 November 2018, Termohon mengirimkan surat via email

bahwa permohonan informasi telah dilerima dan akan diproses lebih lanjut.

[2.4] Bahwa pada tanggal 3 Desember 2018, Termohon menghubungi Pemohon

menyampaikan bahwa informasi yang diminta siap diberikan dan pada hari yang sama
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perwakilan Pemohon datang langsung untuk mengambil informasi dimaksud

menggunakan flash disk.

[2.5] Bahwa pada tanggal 13 Desember 2018, Pemohon menyatakan bahwa informasi

yang dimohonkan tidak sesuai dengan yang dimohonkan dan Pernohon mengirim surat

keberatan pada tanggal tersebut.

[2.6] Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018, Termohon telah membalas surat

keberatan via email dan menyatakan bahwa surat keberatan telah diterima dan akan

diproses lebih lanjut.

[2.[ Bahwa pada tanggal 29 Desember 2018 Tenrphon telah

jawaban atas keberatan Pernohon yang ditardatarBani obh

Termohon-

[2.8] Bahwa pada tanggal 6 Februari 2019, Pemohon permohonan

penyelesaian sengketa informasi ke Komisi lniormasi P Lftara dan

tercatat di Akta Regbtrasi Sergketa Nomor

Febn ari 2019.

19 pada tanggal 8

Alasan atau Tujuan Permohonan lnformasi

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan publik untuk:

a. Sebagai wujud keterlibatan ara dalam rangka penyebrggaran

pemerintahan yang bak.

perusahaan dan atau/investor di Provinsi

Kalimantan Utara.

Alasan Permohonan ian Sengketa lnformasi Publik

[2.10] Bahwa permohonan penyelesaian Sengketa lnformasi

Publik dalam quo

memohon Komisi lnformasi Provinsi Kalimantan Utara untuk memutus

lnformasi Publik a guo.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan

secara lisan dan secara tertulis, sebagai berikut:

'l . Bahwa Pemohon adalah badan hukum perkumpulan lembaga non profit yang

bergerak pada isu pelestarian lingkungan hidup dan ekosistem, kemanusiaan dan

sosial melalui berbagai kegiatan advokasi, asistensi, aksi maupun sosialisasi yang
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b. Sebagai wuiud

karena tidak puas terhadap tanggapan Termohon.



pada pokoknya mempromosikan perlindungan dan pelestarian lingungan hidup dan

ekosistem berkelanjutan yang menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Pemohon

telah mengajukan informasi sebagaimana disebut pada paragrat [2.2].

2. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan dibuat

menggunakan anggaran pemerintah sehingga seyogyanya terbuka bagi publik.

Surat-Surat Pemohon

[2.'t3] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

ermohon

imbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan

seb iberikut

1. Termohon menyampaikan dalam persklangan bahwa Termohon adalah pplD

Utama yang hanya memiliki fungsi koordinasi kepada Organisasi perangkat Daerah

(OPD) yang menguasai informasi a guo.

2. Termohon menyampaikan dalam persidangan bahwa untuk memenuhi informasi a
guo, Termohon hanya membantu untuk memfasilitasi kepada OpD terkait yakni

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan utara selaku pplD pembantu

dan keterangan yang disampaikan Termohon berdasar koordinasi dengan opD
Dinas Kelautan dan Perikanan.

4

Surat P-1 Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Theodorus Gunatur b(Emmanoel Bartho, S.H

Surat P-2 Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Man

lndonesia Nomor AHU-0016712.AH.01.07.TAHU

Pengesahan Pendirian Badan Hukum

Lingkungan Hidup Kalimantan Utara

U

\

Tentarg

Surat P-3 Salinan Akta Notaris Asrie lMndawati, q, mS Nornor 21 targgal 22

Oktober 2017 Tentang Pendirbn Lembrg\Advokasi Lingkungan Hidup

Kalimantan Utara (LALHK) ,p-
Surat P4 Salinan Surat Nornor : OSO{{(;i-rnSka.Ext/XU2O18 tertanggal 15

November 201 8 perihal S*ftfunonan lnformasi

Surat P-5 ngka.Ext/Xll/2018 tertanggal 13

Permohonan lnformasi

.abxpyLatiSalinan Surat Nomor :

Desember 2018

Surat P{ Salinan brmulir/plilbhonan penyelesahn Sengketa lnformasi Publk

t o"o".xAf$ft-asi Provinsi lGlimantan t tara brtarEqal 6
reoru9g{(s

Surat P-7 Sdto**'Eila

43\.7'0,,
terima surat dari Atasan PPID LJtarna tertanggal 13

Advokasi



3. Termohon menyampaikan bahwa untuk alasan keamanan, Shape (SHP) File belum

bisa diberikan oleh PPID Pembantu. Selanjutnya PPID Utama mengirimkan surat

elektronik (surel) kepada Pemohon agar berkoordinasi kepada PPID Pembantu yang

menguasai informasi dalam hal ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)

Provinsi Kalimantan Utara.

4. Termohon menyampaikan dalam persidangan hanya dapat memberikan informasi

hanya berupa data Shape (SHP) File yang berbentuk PDF atau JPEG.

5. Termohon dapat memberikan informasi yang dimohonkan berupa:

a. Rencana Strategis \A/ilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kalima la

(RSr/vP3K)

b. Peraturan Daerah (PERDA) R /W3K Kalimantan Utara,

c. Dokumen Penyusunan RZWP3K seperti.

i. Hasil Konsultasi Publik

ii. Peta dasar yang berupa: Garis Pantai, wilayah hut

a
i dan Geologi laut,

ekosistem pesisir dan pulau-pulau

demersial, pemanfaatan ruang laut, d

t daya ikan pelagis dan

naan pemanfaatan pesisir,

sosial ekonomi dan budaya d bencana. Adapun untuk informasi

Lampiran Peraturan Daerah Ra/VP3K, beserta dengan peta dalam

bentuk Shape (SHP)

dikecualikan.

diberikan karena termasuk informasi yarg

6. Termohon menyam persidangan batma Shape (SHP) File merupakan

an dianalisa menjadi informasi, sehingga jka datadata mentah yang m hd

tersebut d yang tidak berwenang ak€n bisa merubah atau sehingga

informasi lkan akan berbeda dengan informasi aslinya.

7. yampaikan dalam persidangan bahwa sebenarnya informasi tentang

K tersebut sudah ada dalam lampiran Perda RZ JF3K Kalimantan

an dengan dasar itu Pemohon sudah dapat mengoveday sebagai bahan

itian karena sudah titik koordinatnya.

8. Termohon rnenyampaikan bahwa informasi Sfape (SHP) Frre. yang telah

dikonsultasikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik lndonesia

akan dikelola oleh PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Utara dan

diupload dalam pftaUwebsite untuk menjalankan keterbukaan informasi.

9. Termohon menyampaikan dalam persidangan bahwa untuk peta dasar hanya

dikeluarkan oleh Badan lnformasi @ospasial Pusat dan untuk mendapatkannya

harus bersurat secara resmi melalui Kepala Dinas, Sekretaris Daerah maupun

Gubemur.

provm$.

d. Peta Tematik yang berupa: Oseanografi,
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SuratSurat Termohon

[2.15] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Pengujian Konsekuensi Termohon

[2.16] Bahwa Termohon mengecual dalam sengketa a quo telah

melakukan penguj ian konsekuensi Surat Penetapan Pejabat Pengelola

unikasi dan lnformatika Provinsi Kalimantan

0 tentang Klasifikasi lnformasi yang

dikecualikan pada Dinas
a

dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, data

dalam bentuk F (SHP) Ftle merupakan data dan informasi yang

dikecualikan Surat T-3,

12.171 pengujian konsekuensi sebagaimana disebutkan dalam paragraf

[2.1 Termohon menyatakan bahwa pengecualian informasi a quo

n Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi

Pu Pasal 17 ayat dan j, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang lnformasi

@ospasial Pasal 41, Pasal 59, Pasal 60, Undaqg-Undang Nornor 28 Tahun 20'14

tentang Hak Cipta Pasal 46 ayat (1) hunrf i, dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007

tentang Pengelolaan \Mlayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 45 dengan

pertimbangan sebagai dapat mengungkapkan kekayaan alam lndonesia.

lnformasi dan Dokumentasi

Utara Nomor: 555/02/PPID

6

Surat T-1 Salinan Surat Kuasa Nomor: 555/284IDISKOMINFO.SET tertanggal 10

Agusfus 2020. Yang memberi kuasa H. Firmansyah, SE. dengan

Jabatan Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan lnformatika Provinsi

Kalimantan Utara.

Surat T-2 Salinan Surat Atasan PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan

Utara Nomor: 049/93.ZDISKOMINFO/SETDA tentang tanggapan Surat

Keberatan. 7-.
Surat T-3 Salinan Surat Penetapan Pejabat Pengelola lnformasi dan

Dinas Komunikasi dan lnformatika Provinsi Kalimantan

sssnAPPlD UTAMNI,XZO2O tentang

dikecualikan pada Dinas Kelautan dan

Utara. \

Kalimantan

yang

Surat T-4 Salinan Kartu Tanda Pendrduk atas gama\mnwati Wbhid, S.lP,.

M.Hum dan Marfrrinus Nodenti Roe, A#lS.



3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Pemohon tetap pada

permohonannya sebagaimana d imaksud dalam paragral [2. 2].

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon nrenyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai

berikut :

bMajelis Komisioner Yang Terhormat

ljinkan kami selaku Termohon unfuk menyampaikan kesimpulan

lnformasi Publik Register Nomor: 003/REGPSI/III20'19 yang oleh Sdr

Theodorus Gunafur Emanuel Bartho, S.H dari Lembaga

Komunikasi,

lnformatika, Statbtik, dan Persandian Provinsi Kalimlntan selaku PPID utama

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

illajelis Komisioner yang terhormat,

sebagai

Pertama-tama, kami akan mem

disengketakan.

nologis permohonan informasi yang

A. Pada tanggal 15 18, Sdr. Pemohon mengajukan Surat

Permohonan I 056A.SPlfl-alingka.EXTDU2O18 melalui email

yang dituiukan ke
a

Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (PPID) Utama

Kalimantan

B. Jenis data yang diminta sesuai surat permohonan:

Wlayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kalimantan Utara,

2. Daerah (Perda) RZVVP3K Kalimantan Utara,

Peraturan Daerah (Perda) RZWP3K, beserta peta dalam bentuk

$Hfl fle,

Dokumen pendukung penyusunan RZWP3K seperti;

keta

1

rran

Hidup

Kalimantan Utara (Lalingka) sebagai Psnohon

a. Hasil Konsultasi Publik,

b. Peta Dasar: Garis Pantai, Bathimetri, batas wilayah laut provinsi,

c. Peta Tematik: Oseanografi, Geomorfologi dan Geologi laut, ekosistem

pesisir dan pulau-pulau kecil, sumber daya ikan pelagis dan demersal,

pemanfuatan ruang laut, dokumen perencanaan pemanfaatan pesisir, sosial

ekonomi dan budaya, dan resiko bencana.

C. Petugas PPID pada Dinas Komunikasi, lnformatika, Statistik, dan persandian

(DKISP) Provinsi Kalimantan Uhra telah melakukan upaya klarifikasi kepada

7



Pemohon, melalui panggilan telepon dan menjelaskan bahwa data dan dokumen

yang diminta semuanya tklak berada dalam penguasaan DKISP selaku PPID

Utama. Akan tetapi, PPID Utama beritikad baik dengan cara membantu

Pemohon untuk mendapatkan informasi yang dibufuhkan dengan melakukan

komunikasi kepada PPID Pembantu yang menguasai informasi, dalam hal ini

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara.

D. Selanjutnya, dalam email balasan kepada Pemohon tanggal 2'l November 2018,

petugas PPID Utama menielaskan bahwa permohonan tersebut akan teruskan

ke OPD yang menguasai informasi tersebut. Jawaban atas i

diminta oleh Pemohon akan ditindaklanjuti oleh PPID Pembantu di

bersargkutan.

E. Pada tanggal 21 November 2018, Kepah Dinas Kornu

Statistik, dan Persandian (DKISP) Provinsi Kalimantan

itu masih dbingkat Dbkominfo Kaltara, surat

S55/Diskorninfo -1 I 1 1 lPlP- PPID/XI/2O1 I, meqinta PPID Pembantu

pada saat

l,lomor

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

permohonan informasi sesuai ketentuan.

F. Permohonan informasi telah diselesa Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Kalimantan Utara selaku yang menguasai informasi. Akan

tetapi, salah satu poin dalam n informasi yang diminta berupa file

Rencana Zonasi Wi dan PulauPulau Kecil (RffirK)
dalam bentuk fik tidak dapat diberikan oleh Dinas

Kelautan dan Pe insi Kalimanbn Utara.

G. Dikarenakan
a

pada poin F, rnelalui surat l{omor

O58.AISKF ExtlXV2AlS tertanggal 13 Desernber 2018, perihal

Kebe lnformasi oleh Sdr. Theodorus Gunatur Emmanoel

Ba dari Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup Kalimantan Utara

mengajukan Surat Keberaian Permohonan lnformasi kepada

an Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (PPID) utama provinsi

ntan Utara.

H- sekretarb Daerah selaku Atasan PPID Lltama rnerespon surat Keberatan

Pemohon melaluisu rat Nomor 049/93.zDiskominfo./11lSETDA tertanggal 2g

Januari 2019. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa untuk keamanan data,
file Rencana Zonasi wilayah Pesisir dan pulau-pulau Kecil (RZ\AJF3K) dalam
bentuk shape (sHP) fite tidak dapat diberikan. Fite hanya boteh diberikan
dalam bentuk Poftabb Document Format (pDF) atau pint-ott. pemohon juga
dipersilahkan untuk berkoordinasi ke Dinas Kelautan dan perikanan provinsi

Kalimantan utara iika ingin rnelihat langsung peta tersebut dalam bentuk digital.

8

Utara agar memproses

(



Peta juga dapat diakses melalui SEANODE Geoportal RZWP-3-K Online

dengan link h@ps://seande.W oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

l. Pemohon tidak puas dengan tanggapan keberatan informasi tersebut dan

mengajukan gugatan sengketa informasi ke Komisi lnformasi Provinsi

Kalimantan Utara dengan status DK|SP/Diskominfo Provinsi Kalimantan Utara

(PPID Utama) selaku Termohon, padahal sejak awal sudah dijelaskan bahwa

informasi yang diminta berada dalam penguasaan Dinas Kelautan Perikanan

Provinsi Kalimantan Utara dan telah ditindakhnjuti oleh PPID Pembantu di OPD

yang bersangkutan.

J. Dalam sidang sengketa informasi yang berjalan, Majelis Kornis

DKISP/Diskominfo Provinsi Kalimantan Utara (PPID Utama)

untuk rnetakukan Uji Konsekuensi terhadap file

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZ\ruP3K) dalam

tidak dapat diberikan obh Dinas Kelautan dan

Utara. .
K. Uji Konsekuensi dilaksanal<an pada 22 0.

L. Melalui Penetapan Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Dinas

Komunikasi dan lnformatika Provi n Utara Nomor 555/02IPPID

UTAMA/1X2020 tentang asi yang dikecualikan pada Dinas

Kelautan dan Perikanan P antan Utara, ditetapkan bahwa file

Rencana Zonasi dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dabm

bentuk Shape (SHP) informasi yarg dikecualkan.

tlalelis Komisioner
a

a

Sebagai Sidang Sengketa lnformasi Publik register Nomor: 003/REG

PSt/il/2019, n ini kami memberikan kesimpulan sbagai berikut:

I permohonan informasi diajukan, Diskominfo selaku PPID Utama telah

onfirmasi bahwa informasi yang diminta tidak berada dalam penguasaan

ID Utama, akan tetapi dalam penguasaan Dinas Kelautan dan Perikanan

selaku PPID Pembantu.

2. Sesuai dengan Penetapan Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi

Dinas Komunikasi dan lnformatika Provinsi Kalimantan Utara Nomor sSS/02/PplD

UTAMNIX|ZO2O tentang Klasifikasi lnformasi yang dikecualikan pada Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantian Utara, ditetapkan bahwa fle
Rencana Zonasi \Mlayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWp3K) dalam bentuk

Shape (SHP) lile merupakan informasi yang dikecualikan.

ffi,,

Kalimantan

1

9

lMlayah

fib yang



3. File Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZ\A|P3K)

dapat diberikan dalam bentuk Portable Duument Formaf (PDF), PNG, JPG ahu

pint-out. Pemohon juga dipersilahkan untuk berkoordinasi ke Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Kalimantan Utara iika ingin melihat langsung peta tersebut

dalam bentuk digital. Peta juga dapat diakses melalui SEANODE Geoportal

RZWP-}K Online deqgan link htpps://*ande.Woleh Kementerian Kelautan dan

Perikanan.

Tanjung Selor, 4 Apnl 2022

Ditanda tangan Kuasa I PPID utama,

Hikmawati Wahid S.lP,. M.Hum NIP 198:112262015032001

Tertanda tangan Kuasa ll PPID tltama,

Marthinus Nodenti Roe, A.[id TE NIP 198611030201531

a
4. PERTIMBANGAN it

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan sesungguhnya adalah

mengenai permohonan penyelesaian Publik sebagaimana diatur

Pasal 35 ayat (1) huruf a dan huruf e U ng Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan lnformasi Publik (UU Pasal 5 Peraturan Komisi lnformasi

Nomor 1 Tahun 2013 tentang ian Sengketa lnformasi Publik (Perki

PPSIP), yaitu dergan

Pasal 17 UU KIP dan tidak inya pe.rmohonan informasi Pemohon.
a

14.2lMen

ayat (1)

berikut:

merneriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36

, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai

1 Komisi lnformasi Provinsi untuk menerima, memeriksa, dan memutus

nan a quo.

2. ukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan

penyelesaian Sengketa lnformasi Publik.

3- Kedudukan hukum (/egal standing) Termohon sebagai Badan publik dalam
penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

4- Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa lnformasi publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan
pendapat sebagai berikut:

$

l0

informasi sebagaimana dimaksud dalam



A, Kewenangan Komisi lnformasi Provisi

[4.3] Menimbang bahwa Komisi lnformasi Provinsi mempunyai dua kewenangan, yaifu

kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbarg bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan

bahwa:

"Komisi lnformasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP

dengan Pemohon lnformasi Publik dan/atau una lnformasi Publik yang

berkaitan dengan hak memperoleh dan/ unakan lnformasi Publik

berdasarkan peraturan perundang-unda

[4.6] Menimbang bahwa berdasa*an n Pasal I angka 2 UU KIP dinyatakan

bahwa:

"lnformasi Publik

dan/atau diterima

yarp dihasiff<an, disimpan, dkelola, dikkfun,

Publk yang berkaitan dergan penyebnggara

14.71

dan
a

dan/atau penyelenggara dan penyelenggara.lnn

Badan Publk sesuai dengan Undang-Undang ini seda informasi lain

yang ngan kepentingan publik."

bahwa berdasarkan ketentuan

22UU KIP:

yat (1)

"Setiap Pernohon lnformasi Publik dapat nrengajukan permintaan unfuk

memperoleh lnformasi Publik kepada Badan publik terkait secara tertulis atau
tidak tertulis."

Ayat (7)

'Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan

Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang

berisikan :

ll

dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar

informasi publik dan menyelesaikan sengketa iniormasi publk

dan/atau ajrdikasi nonlitigasi. "

[4,5] Menimbarg bahwa berdasarkan ketentuan Pasal I
I angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

Pasal

antara Badan Publik



a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;

b. badan Publik wajib memberilahukan Badan Publik yang menguasai informasi

yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah

penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mergetahui

keberadaan informasi yang diminta;

c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17:

d. dalam hal permintaan dilerima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi

informasi yang akan diberikan;

e. dalam hal suatu dokurnen mengandung materi yang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi n

tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan

f. alat penyampai dan format informasi yang akan u

a
Ayat (8)

"Badan Publik yang bersangkutan

mengirimkan pemberitah

lambat 7 (tujuh) hari keda

uan sebaga maksud

diminta."

rpanjang waktu untuk

pada ayat (7), paling

memberikan alasan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf
"Komisi lnformasi

penyebsaian

nonlitigasi ya

alasan

P

Pu

, memeriksa, dan mernutrs pernotrcnan

blik melafui Mediasi dantatau dudikasia
ng ta obh setiap Pemohon lnformasi publik berdasarkan

dimaksud dalam UU Klp."

KIP:

diajukan oleh Pemohon lnformasi publik dalam jangka waktu paling
(fua puluh) hari kerja seterah ditemukannya alasan sebagaamana

dimaksud dalam pasat 35 ayat (1)."

Ayat (21

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud daram pasar 3s ayat (1) memberikan
tanggapan atas keberatan yang diajukan oreh pemohon rnformasi pubrik daram
jangka waktu paring rambat 30 (tiga puruh) hari kerja sejak diterimanya keberatan
secara tertulis."

30
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Pasal 37 ayat (2) UU KIP

"Upaya penyebsaian Sengketa lnformasi Publik diajukan dalam waktu paling

lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari

atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2)."

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PerkiPPSlP dinyatakan

bahwa:

"Penyelesaian Sengketa lnformasi Publik melalui Komisi lnformasi dapat ditempuh

apabila:

a. Pemohon tidak puas terhadap targgapan atas keberatan yang

atasan PPID; atau

b. Pemohon titak mendapatkan tanggapan atas dbjukan

kepada atasan PPID dalam jarqgka waktu 3O

keberatan dilerima oleh atasan PPID."

kerja s{ak

t
[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian parag ral pai paragrat [4.8,f Majelis

berpendapat bahwa yang menjadi kewen Komisi lnformasi adalah

menyangkut dua hal, yakni:

a. Adanya permohonan informasi dan permohonan penyelesaian

Sengketa lnformasi Publik lnformasi;

b. Sengketa yang ngketa lnformasi Publik yang tefiadi antara

Pemohon dengan

[4.10] Menimbang
a fukta permohonan dan fakta persidangan

sebagaimana

kewenangan

paragral [4.4] hingga paragraf [4.9/ terkait unsur

armana dimaksud pada paragraf [4.9] hurut a, Majelis

berpendap a sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.5]

SE telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki

melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan pennohonan

Sengketa lnformasi Publik Komisi lnformasi Provinsi-

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.9] hurut b, dalam hal penentuan

apakah sengketa a quo adalah sengketa antara Pemohon lnformasi Publik dan Badan

Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum (/egal

standing) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam Bagian B dan C.

l3



Kewenangan Relatif

Kewenangan Relatif Komisi lnformasi Provinsi

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

"Kewenangan Komisi lnformasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian

Sengketa lnformasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang

bersangkutan;"

Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP

'Komisi lnformasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketaln

yang rnenyangkut Badan Publik tingkat Provinsi."

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan penidasan Pasal

dimaksud Badan Publk Provimi dalah:
"Badan Publik yang lirgkup kerjanya mencakgp

yang hirarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi,

Banding, Kepolisian Daerah, Komando

6 PPSIP yang

r, BU

dari suatu Lembaga

i, Pengadilan Tingkat

MD Tingkat Provinsi,

pemerintah Tingkat Provinsi,

nsi, atau Lembaga lainnya.

isi lnformasi Provinsi adalah sengketa

Badan Publik yang tidak memiliki kantor

suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu

Partai Politik Tingkat Provinsi,

Rumah Sakit Umum Daerah (RSU

Termasuk menjadi keruvena

dimana yang menjadi

pusat dan kantor

kantor saia di Prov
a

Or

Provi

[4.14] Meni

Majelis be

memenuhi

P 1

rkan uraian paragraf [4-12] *mpai dengan [4.13]

Termohon merupakan badan publik tingkat provinsi yang

sebagai badan publik tingkat provinsi sebagaimana diatur dalam

UU KlPTuncfo Pasal 6 ayal (2) Perki No 1 tahun 2013 tentang PPSIP

14.1 imbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13] sampai dengan

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) pemohon

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 tJtJ Klp juncto

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP disebutkan bahwa pemohon penyelesaian Sengketa

lnformasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon lnformasi publik yang menggunakan

t4

[4.14], Malelis berpendapat Kornisi lnformasi Provinsi Kalimantan Utara rnerniliki

kewenangan relatif untuk menerima, rnemeriksa dan memutus permohonan sengketa a
quo.



lnformasi Publik atau mengajukan Permintaan lnformasi Publik sebagaimana diatur

dalam UU KlP.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) hurufa Perki PPSIP,

disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa lnformasi

Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa

identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang

dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara lndonesia; atau

2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh lVlenteri Hukum dan

Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik I hal

Penphon adalah Badan Hukum,

3. Surat kuasa dan ffiokopi Kartu Tarda

Pemohon mewakili kebmpok orang.

Penduduk

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan fakta

Pemohon dan Termohon sehingga meniadi

dalam hal

yang titiak dibantah oleh

, bahwa Pemohon dalam

a

sengketa a quo adalah individu

[4.19] Menimbang bahwa idangan Pemohon telah mengajukan

Permohonan lnformasi Publik, Keberatan dan Permohonan penyelesaia n

Sengketa lnformasi Publik ke nformasi Provinsi sebagaimana dalam perdapat

Maielis yang diuraikan raI [4.10], maka Majelis berpendapat berdasarkan

uraian paragraf [4.1

kedudukan hukurt

C. Kedud n (Legal Standing) Termohon

14.2 ng bahwa Pasal 'l angka 3 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP

n

Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang

fuqgsi dan fugas pokoknya berkaitan dengan penyehnggaraan negara, yang

sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non

pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, dan Dinas Komunikasi dan

lnformatika Provinsi Kalimantan Utara adalah Organisasi perangkat Daerah

dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang didalam menjalankan

15

dengan paragraf [4.18/ Pemoton mernenuhi syarat

sebagai Pemohon dalam sengketa a quo.



fungsi dan tugas pokoknya sebagian besar dananya bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.20] di atas, Majelis

berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai

Termohon dalam penyelesaian sengketa a quo.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa lnformasi.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantah

persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi n

dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa lnformasi P rmana

diuraikan dalam bagian "Kronologi' paragnt [2.2] sampai dengan .61.

[4,23] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan na telah diuraikan

pada paragraf [4.7] *mpai dengan par4raf [4.8] ka waktu permohonan

lnformasi, keberatan dan permohonan penyelesaian lnformasi Publik.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta an bahwa Pemohon mengajukan

permohonan penyelesaian Sengketa I ublik sebagaimana diuraikan pada

bagian "Kronologi" paragraf P 2l s an paragraf p.6/ Majelis berkesirnpulan

bahwa jangka waktu Sergketa lnforrmsi Publik yang

P dan Perki PPSIP.diajukan Pemohon telah

E. Pokok
a

[4.25] Menim ri fakta hukum baik dalil Pernohon, jawaban Tennohon,

serta kes menemukan fakta hukum yang diakui para pihak

sebagaima raikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.8] pada bagian

n menjelaskan alasan permohonan informasi publik kepada

dijadikan bukti di persidangan

[4.261 Bahwa dalam bagian keterangan Pemotron diurakan sebagai berkut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada

Termohon pada Tanggal '15 November 2018 yang dikirimkan surat

elekfonik ke PPID Utama Provinsi Kalimantan Utara.

2. Bahwa pada Tanggal 13 Desember 2018, pemohon menyatakan bahwa

informasi yang dimohonkan tidak sesuai dengan yang dimohonkan dan

Pemohon mengirim surat keberatan pada tanggal tersebut.

am

UU KI
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3. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2018 Termohon telah mengirimkan

surat jawaban atas keberatan Pemohon yang ditandatangani oleh atasan

langsung Termohon.

4. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2019 , Pemohon mengajukan permohonan

penyelesaian Sengketa lnformasi Publik ke Komisi lnformasi Provinsi

Kalimantan Utara dan tercatat di Aka Registrasi Sengketa Nomor

003/REG-PS|/|l/2019 pada tanggal 8 Februari 2019.

5. Bahwa sengketa teriadi dikarenakan Pemohon tidak puas terhadap

tanggapan yang diberikan Termohon. tb

dg,,."_"
5. PENDAPAT MAJELIS

[5.1] Bahwa terhadap sengketa a quo lidak dilakukan

mendalilkan bahwa informasi yang diminta oleh Pemo

dikecualikan. Hal ini sebagaimana ketenfuan Pasal 4'

Publik melalui nediasi titlak ditempuh terhadap

alasan pengecualian

pemberian informasi karena

bersifat khusus (lax speslalfu) yang

publik, telah menegaskan bahwa se{iap

dapat diakses oleh setiap Pengguna lnformasi

( UU

kan informasi yang

KIP dan Pasal 37

Sengketa lnformasi

[5.2] Bahwa UU KIP sebagai

mengafur tentang keterb

Publik. Sedangkan

didasarkan pada.u

pada pengujian

t5.31

a I

informasi publik bersifat ketat dan terbatas yang harus

, kepatuhan, dan kepentingan umum serta didasarkan

i (Vide Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) UU KIP).

dimaksud pergujian konsekuensi sebagaimana ketentuan Pasal 1

Pernerintah Nqnor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publk, yaitu:

Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul

apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan

mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup lnformasi Publik dapat

melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau

sebaliknya.

1'7

Perki PPISP yang pada pokoknya menyatakan

informasi publik bersifat



[5.4] Bahwa terhadap informasi yang dimohonkan Pemohon pada paragraf [2.2] angka

3, Termohon telah melakukan pengujian konsekuensi sebagai mana dalam Surat

Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor:

013/DKP-|/2019 tentang Klasifkasi lnformasi yang dikecualikan dan Surat Penetapan

Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan lnformatika

Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 555n2PPlD UTAMNIX/2O20 tentang Klasifikasi

lnformasi Yang Dikecualikan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan

Utara.

[5.5] Bahwa dalam fakta persklangan, Termohon meqgecualikan

Peraturan Daerah (PERDA) RZWP3K, beserta dengan peta dalam (sHP)

/i'le berdasarkan Urdang-undaqg Nomor 14 Tahun 2008 tenhng hunrf d, h

Paal 41,dan j, Undarg-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang

dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak ayat (1) hunrf i.

a

[5.6] Bahwa berdasarkan perneriksaan setempat dafam paragraf [2.21]

Shape (SHP) file dianalisa dan diolah oleh ora mempunyai keahlian khusus

yang mempunyai lisensi khusus (GlS), da Dinas Kelautan dan Perikanan

Kalimantan Utara bekerja sama denga a lain unfuk melakukan survei dan

mengolah data tersebut

[5.7] Bahwa format Shape sebagai basis data merupa*an informasi yarq

bersifat terbatas yang n bahan dasar (raw mateial) bagi Termohon unfuk
a

mengolah data rsaJ ke publik.

[5.8] Bahwa n dalil Termohon, jika format Shape (SHP) file diterima pihak

yang tidak ng akan bisa merubah sehingga informasi yang dihasilkan akan

informasi aslinya, Majelis berpendapat karena belum ada teknologi

alau digital watermaking yang digunakan untuk mengesahkan data,

n ketentuan pasal 2 ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur

bahwa informasi publik yang dkecualikan bersifat ketat dan terbatas, apabila kemudian

hari terdapat teknologi secara digital untuk mengesahkan informasi a quo dalam format

Shape (SHP) file, maka dengan sendirinya pengecualian informasi a quo lidak memiliki

relevansi.

a

[5.9] Bahwa apabila informasi a quo dalam bentuk format Shape (SHp) file diberikan

kepada Pemohon, maka kekuatan keakuratan penggunaan informasi tersebut akan

l8



dipertanyakan, sehingga tidak sesuai dengan prinsip penyediaan informasi publik yang

wajib disediakan oleh badan publik secara akurat, benar dan tidak menyesaU<an.

[5.10] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas,

Majelis Komisioner berpendapat bahwa inbrmasi yang dimohonkan Pemohon dalam

Format Shape (SHP) tile sebagaimana dimaksud pada pokok perkara paragraf [4.15]

merupakan informasi publik yang dikecualikan.

6. KESIIf,PULAN

[6.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Maplis

berkesimpulan:

1. Komisi lnbrmasi Prorinsi Kalimantan tltara

memerksa dan nremutrs permdpnan a grJo.

2. Pemohon memilki kedudukan hukum (Iegd

permohonan dalam sengketa a quo. .
mengajukan

3. Termohon memiliki kedudukan hukum sebagai Termohon

dalam sengketa a guo.

Batas vYaKu pengajuan ian Sengketa lnformasi

Publik telah memenuhi jangka ng ditentukan UU KIP dan Perki No.

'l Tahun 2013.

a

4.
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7. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[7.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

[.2] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi kepada Pemohon berupa:

1. Rencana Strategis Wilayah Pesbir dan Puhu-Pulau Kecil Kalimantan

Utara (RSWP3K),

2- Peraturan Daerah (PERDA) RZWP3K Kalirnantan Utara,

3. Dokurnen Penyusunan RZI/F3K seperti

i. Hasil Konsuhsi Publik

ii. Peta dasar yang berupa: Garis Pantai, Bdrimefri, Batas wilayah

laut provinsi.

4. Peta Tematik yang berupa: Oseanografi, Geomorfologi dan Geologi laut,

ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, sumber daya ikan pelagis dan

denrersial, pemanfaatan ruang laut, dokumen perencanaan pemanfaatan

pesisir, sosial ekonorni dan budaya dan resiko bencana

[7.3] Menyatakan lnformasi dalam bentuk Shape (SHP) file adalah informasi publik yang

dikecualikan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyarrnaratan Majelis Komisioner oleh

Mohamad lsya. selaku Ketua merangkap Anggota, Drs. Musnaim, M.Pd dan Royan

Thohuri, SE. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal 27 Juni2O22

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Juni

2022 &h Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan dklampingi

oleh Sugianto Albert, S.Kom. M.M sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pernohon

dan Termohon.
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Anggota Majelis

(Drs. Musnaim, M.Pd)

Untuk salinan putusan

masyarakat berdaarkan

lnformmi Publik dan

Tahun 2013 tentrarg

I

Ketua Majelis

(Mohamad lsya)

Majelis

SE)

Panitera Pengganti

a

Albert,

dengan *linya dfumumkan kqda
No. 14 Tahun 2(D8 tentang Keterbukaan

) dan ayat (5) Perafuran Kornbi lnformasi Nsnor 1

Sengketa lnformasi Publk.

Tanjung Selor, 30 Juni2022

Panitera Pengganti

(s Albert, S.Kom. M.M)

M)

tnt
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